
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah 
beberapakall dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahur. 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 481\4); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratur an 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

2. Undang-Undeng Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagatrnana diubah 
dengan l111d;rng-Undang Nomor 43_ Tahun 1999 (Lembaran Negarn Hrput11,k 

tndonesia Tr1hun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara ~~rwbllk 
Indonesia Nomor 3890); · 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PembeMukan Daerah Otonom 
Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (tembarar: 
Negara Ropubllk Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagalmana telah diubah 
dengan Unrlang • Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tlngkat II Tanjung Jabung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun ·1965 Nomor SO, Tambahan Lembaran 
Negara Republ!k Indonesia Nomp.r 2755); 

Menglngat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IA Pasal 7a Peraturan Daerah 
Kabupaten Batar.g Hari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah, maka perlu dibentuk susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Staf Ahli Bupati Batang Hari; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a, per!u 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susur.an Organisasi dan Tata Kerja 
Staf Ahli Bupati Batang Hari . 

Menlmbang 

BUPATI BATANG HARi, 

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG·MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI D.t,;" TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BATANG HARi 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG HARi 

NOMOR 8 TAHUN 2011 

--,,e:111 , •• --e *** 
BUPATI BATANG HAR.I 

ACER
SALINAN



(1) Staf Ahli Bupatl mempunyai tugas pokok membantu Bupatl dalarn menyampaikan pemikiran, saran, 
pertlmbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajlban Bupati dalam 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, ekonoml dan keuangan, pembangunan dan 
pemblnaan kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

BAB II 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Dalam Peraturan lni yang dlmaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 
2. Pemerlntah Daerah adalah Bupati dan Pernngkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemeril"ltah 

Daerah; 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari. 
4. Sekretarlat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Harl yang selanjutnya dlstngkat 

dengan Setda. 
5. Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Harl yang selanjutnya dislngkat dengan 

Sekda. 
6. Staf Ahll adalah Staf Ahli Bupatl Batang Harl yang selanjutnya dlsebut Staf Ahl! Bldang Pemerlntahan, 

Hukum dan Polltik, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang 
lnformasl Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF 
AHLI BUPATI OAT:,N<i HARi. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Harl Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah ~abupaten Batang Harl Nomor 2 Tahun 2008 
tentang susunan Organlsasi dan Tata Kerja Sekretarlat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari 
Tahun 2011 Nomor 7 ) , __ 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organlsasl dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Harl Tahun 
2008 Nomor 2); 

7. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organlsasl Perangkat Daerah sebagalman telah dlubah dengan 
peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organlsasi Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

s. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerlntahan Daerah Provinsi dan 
Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 



(1) Staf Ahli Bldang Ekonornl, Keuangan dan Per;,bangunan mernpunval tugas memberikan pemikiran, 
pertlmbangan dan saran kebijakan yang berkaitan denga1i Bidang Ekonomi, Keuangan dan 
Pembangunan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalrnana dimaksud pada ayat (1), Staf .6.hli Bldang Ekonomi, 
Keuangan dan Pembangunan mempunval fungsl: 
a. penlngkatan ketahanan pangan; 
b. peningkatan produktivitas pertanlan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, kehudayaan 

dan parlwisata; 
c. penlngkatan pemberdayaan petani dan nelayan; 
d. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi; 
e. penlngkatan kapasitas industri manufaktur dan UKM; 
f. penlngkatan kesempatan dan peluang kerja; 

Pasal 4 

(1) Staf Ahli Bldang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberlkan pemikiran, 
pertlmbangan dan saran kebljakan yang berkaitan de.ngan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli B-i-d-ang Pernenntahan. 
Hukum dan Polltlk mempunyai fungsi: 
a. penlngkatan kehldupan berdemokrasi; 
b. penlngkatan kapasitas kelembagaan pemerintah; 
c. penlngkatan kapasitas lembaga dan organlsasi masyarakat/adat; 
d. penlngkatan kualltas hidup beragama; 
e. penegakan hukum; 
f. perbuatan kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan; 
g. penlngkatan kesadaran hukurn; 
h. perllndungan Hak Azazi Manusia. 
I. pelaksanaan tugas lain yang dlberikan oleh Bupati. 

Pasal 3 - ....... _ 

(5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalarn Lampiran 
Peraturan Bupatl lnl, 

(4) Masing-masing Staf Ahli sPbc1gc1imana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan 
bertanggungjawab langsung kepnda Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh SrkrPtam 
Dae rah. 

(3) Staf Ahli Bupatl terdiri dari: 
a. Staf Ahli Bldang Pemerintahan, Hukum dan Politik; ~ 
b. Staf Ahli Bldang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan --Jr: 
c. Staf Ahli Bldang lnformasi Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sehagairnana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati mernpunvai fungsi: 
• a. menylapkan-bahan telaahan dibidangnya; 

b, melaksanakan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalohan dibidangnya serta 
memperslapkan penalaran konsepsional; 

c. menyiapkan saran atas kebijakan dan rekomendasi dlbldangnya untuk membantu pemecahan 
masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistemetts dalam bentuk telaahan staf untuk 
bahan kebijakan Bupati; ~ 

d. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dibldangnya; 
e. memberi laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupatl secara berkala setiap bulan melalui 

sekretarts Oaerah; 
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberlkan Bupatl sesual dengan bidangnya. 



'tE~~'!~~H KABUPATEN BATANG HARi 
TAHUN 2011 NOMOR .a, 

Dltetapkan di 
Pada tanggal 
A 

Dlundangkan di Muara Bullan 
pada tanggal 1 6 - 3 - 2 0 1 1 

Peraturan lnl mulal berlaku pada tanggat diundangkan 
Agar setiap orang mengetahulnya, mnrnertntahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berlta Daerah Kabupaten Batang Hari. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 98 

(1) Staf Ahli Bidang lnformasl Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi 
memberlkan pemlkiran, pertimbangan dan saran kebljakan yang berkaltan dengan Bidang 
Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusla. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksdd pada avat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia rnempunval fungsi : 
a. penlngkatan aksebilltas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan; 
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendldlkan; 
c. penlngkatan kerjasama program antara dunia pendidikan dengan dunia usaha; 
d. penlngkatan fasllltasi dan pemcrataan lavanan kesehatan; 
e. penlngkatan kesehatan berbasls masyarakat; j 

f. . pengentasan penduduk rniskin: 
g. peningkatan kualitas masyarakat; 
h. pelaksanaan tugas lain yang dlberikan oleh Bupati. 

Pasal 5 

g. pengendalian sumber daya a lam dan ilngkungan hid up; 
h. pembangunan dan pengembangan ir.frastruktur; 
i. pengembangan sistem transportasi; 

• j. pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh; 
k. pelaksanaan tugas laln yang dlberlkan oleh Bupati. 



ST AF AHLI BIOANG 
INFORMASI KEMASYARAKAT AN 

DAN SUMBER DAY A MANUSIA 

ST AF AHLI BIO ANG 
EKONOMI, KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN 

STAF AHLI BIDANG 
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN 

POLITIK 

r---·------------, 

.---------·---------------~ 
l 

~ SEKRETARIS DAERAH I 

WAKIL BUPATI 

BU PAT I 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
STAF AHLI BUPATI BATANG HARI 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HAR: 
NOMOR : 8 TAHUN 201j 
TANGGAL : 1 6 -3 - 201 l 

, I, 

- . i 

ACER
SALINAN



( ( / 

Keuangan dan Pembangunan 
Memberikan pernikiran, pertimbangan dan 
saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang 
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 

Bidang Ekonorni, Staf Ahli 2 

saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pernerintah 

Pemerintahan, Hukum dan Politik c. Peningkatan kapasitas lembaga dan orgarusasi 

masyarakat/adat 

d. Peningkatan kualitas hidup beragama 

e. Penegakan hukum 

f Perbuatan kerangka regulasi untuk mendukung 

pelaksanaan agenda pembangunan 

g. Peningkatan kesadaran hukurn 

h. Perlindungan hak azazi manusia 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati 

a. Peningkatan ketahanan pangan 
b. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, 

perikanan, perkebunan, kehutanan, kebudayaan dan 
pariwisata 

c. Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan 
d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi 
e. Peningkatan kapasitas industri manufaktur dan ukm 
f. Peningkatan kesempatan dan peluang kerja 
g. Pengendalian sumber daya alarn dan lingkungan hidup 
h. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur 

Hukum dan Politik 

1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Memberikan pemikiran, pertimbangan dan a. Peningkatan kehidupan berdemokrasi 

) 

I 
\ 

I 

FUN GS I TU GAS STAF AHLI NO 

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BATANG HARI NO. 8 TAHUN 2011 

MA TRIK FUNGSI DAN TU GAS STAF AHLI 



( ( 

FARIZAL, SH.Mii. 
NIP. l 96910191995121001 

April 2011 Muara Bulian, 
j 

~----4--------------t------------------t--:--=-- .. --------------------< 
1. Pengembangan sistem transportasi 
J. Pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat 

tumbuh 
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati ~----4---------------t--:--::--::---::----'---:::-:-----:-~-------=--+--=-----:- Staf Ahli Bidang Informasi Memberikan pemikiran, pertimbangan dan a. Peningkatan aksesbilitas masyaratkat terhadap pelayanan 

Kemasyarakatan dan Sumber Daya saran kebijakan yang berkaitan dengan Bidang pendidikan 
Manusia Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

Daya Manusia c. Peni..gkatan kerjasama program antara dunia pendidikan 
dengan dunia usaha 

d. Peningkatan fasilitasi dan pemerataan layanan kesehatan 
e. Peningkatan kesehatan berbasis masyarakat 
f. Pengentasan penduduk mi skin 
g. Peningkatan kualitas masyarakat 
h. Pelaksanaan tug& lain yang diberikan o!eh bupati L---~-------------~-----------------~--·-- 

3 

FUNGSI 




